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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi model kebijakan 

dana kompensasi BBM terhadap kualitas layanan kesehatan keluarga miskin, serta 

menemukan berbagai argumentasi masyarakat miskin bertalian dengan berbagai 

indikator dimensi kebijakan yang belum menjadi perhatian di dalam meningkatkan 

kualitas layanan kesehatan pada setiap strata layanan kesehatan. Metode penelitian ini 

dikategorikan survei eksplanatori dengan teknik pengumpulan data menggunakan alat 

bantu kuisioner untuk mengetahui penilaian responden pada setiap indikator yang 

digunakan di dalam mengukur dimensi implementasi model kebijakan, serta melakukan 

observasi untuk mengetahui tingkat kontak layanan yang dilakukan pada setiap strata 

layanan kesehatan, sedangkan besarnya sampel di dalam penelitian ini sejumlah 150 

responden keluarga miskin, yang selanjutnya dilakukan verifikasi data dalam menjawab 

hipotesis penelitian digunakan Analisis Jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi model kebijakan dana kompensasi BBM menunjukkan pengaruhnya baik 

langsung maupun tidak langsung terhadap mutu layanan kesehatan keluarga miskin, 

sedangkan dilihat dari masing-masing dimensi variabel, nampak komunikasi kebijakan 

dan sumber daya kebijakan memberikan pengaruh yang rendah terhadap kualitas 

layanan kesehatan keluarga miskin.     

Kata Kunci : Kebijakan Dana Kompensasi BBM, Mutu Layanan 
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the effect of the implementation of the model fuel 

compensation fund policies against the poor quality of health services, as well as the 

poor find various arguments related to various dimensions of policy indicators are not 

yet a concern in improving the quality of health care in every strata of health services. 

This research method is categorized explanatory survey with data collection techniques 

using tools to determine the assessment questionnaire respondents on each indicator 

used in measuring dimensions model of policy implementation, as well as observation 

to determine the level of service contacts made at each level of health services, while 

the size of the sample in this study a total of 150 respondents poor families, who then 

performed the verification of the data used in answering the research hypothesis Path 

Analysis. Results of this study showed that the implementation of policy models shows 

the effect of fuel compensation funds either directly or indirectly to the poor quality of 

health services, while the views of the respective variable dimensions, visible 
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communication resource policies and policies provide a low impact on the quality of 

family healthcare services poor. 

Keywords : Fuel Compensation Fund Policies, Quality of Service 

 

PENDAHULUAN 

Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menunjukkan terjadinya pergeseran 

orientasi sistem penyelenggaraan manajemen pemerintahan dari sistem sentralisasi ke 

desentralisasi, dari dekosentrasi (desentralisasi administratif) kearah devolusi yang 

memberikan implikasi pada terbukanya peluang luas bagi daerah untuk 

menyelenggarakan berbagai urusan yang menjadi kewenangannya, termasuk bidang 

kesehatan, sesuai pasal 14 UU nomor 32 tahun 2004 sebagai koridor kemampuan 

sumber daya lokal berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, 

responsibilitas dan transparan (good governance) guna mewujudkan pelayanan yang 

berkualitas. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan setiap pemerintah daerah 

untuk membuat rencana kerja dan rencana strategis sesuai pasal 23 ayat 1 dan pasal 27 

ayat 1, yang mengharuskan setiap daerah memiliki dokumen sah untuk kepentingan 

pengukuran kinerja, sehingga melalui dokumen perencanaan tersebut, daerah dapat 

lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, serta mendasarkan diri pada 

kemampuan daerah, tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat.  

Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kesehatan 

dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut pembangunan 

fisik, mental maupun sosial ekonomi yang dilakukan secara menyeluruh mulai dari 

peningkatan kesadaran kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), 

penyembuhan penyakit (kuratif) dan sampai pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dengan 

melibatkan pemerintah dan masyarakat. 

Beberapa upaya dalam bentuk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk membantu pelayan terhadap penduduk miskin yang rentan terhadap berbagai 

penyakit seperti Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak 

Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) yang dimulai sejak tahun 2003 merupakan 

kelanjutan dari Program Jaring Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) dan 

Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan (PD-

PSE BK), serta dampak konversi minyak tanah ke gas diwujudkan melalui penyediaan 

sarana dan prasarana kesehatan meliputi :  

1. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, termasuk pelayanan 

kebidanan, KB dan rujukan untuk berobat lanjutan. 

2. Pelayanan di Rumah Sakit, BP4 (Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru), serta 

BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat). 

3. Pengadaan obat untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas dan 

jaringannya. 

4. Pengadaan vaksin dan pemberian imunisasi Hepatitis B (Depkes RI, 2003 : 2). 

Jumlah rumah tangga miskin di wilayah  Kabupaten Bone 37.427 dengan jumlah 

anggota rumah tangga miskin sebesar 137.214 orang, di Kabupaten Sinjai jumlah rumah 

tangga miskin sebanyak 16.268 sedangkan jumlah anggota rumah tangga miskin 

sebanyak 65.453 orang, sementara itu di Kabupaten Bulukumba jumlah rumah tangga 

miskin sebanyak 23.047 sedangkan jumlah anggota keluarga miskin sebanyak 83.473 

orang (BPS 2008).  

Jika dibandingkan dengan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) yang perlu 

mendapatkan pelayanan PKPS-BBM BIDKES dengan jumlah fasilitas medis maupun 
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paramedis tersebut terasa sangat tidak seimbang dan hal ini pulalah diantaranya yang 

dijadikan argumentasi dari belum membaiknya kualitas pelayanan kesehatan pada 

GAKIN di Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba yang 

merupakan permasalahan umum bidang pelayanan publik yaitu :  

1. Aspek kelembagaan, meliputi : struktur organisasi pemerintahan yang sangat 

hierarkis; tumpang tindih tugas/kewenangan antar sektor maupun antar level 

pemerintahan; serta kompetensi yang dipersyaratkan untuk setiap jabatan sebagian 

besar belum ditetapkan. 

2. Aspek sumber daya aparatur, meliputi : kompetensi SDM yaitu duduk dalam 

jabatan belum memadai, program pembinaan belum terencana dengan baik, belum 

tumbuh budaya kerja yang kondusif dan tingkat kesejahteraan pegawai yang belum 

sesuai sebagaimana diharapkan. 

3. Aspek ketatalaksanaan meliputi : belum ditetapkannya standar pelayanan publik 

yang baku, mekanisme dan prosedur pelayanan belum efisien, waktu penyelesaian 

dan biaya sebagian besar belum transparan yang berimplikasi pada kurangnya 

informasi pelayanan kepada masyarakat. 

4. Aspek pengawasan dan akuntabilitas meliputi : tindak lanjut hasil temuan 

pengawasan dan evaluasi kurang ditindaklanjuti, kurang responsif terhadap kritikan 

maupun saran masyarakat, LAKIP dan AKIP kurang berfungsi. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kebijakan Publik 

 Kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan, (1997 : 71) dirumuskan sebagai suatu 

program yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek 

yang telah ditetapkan (policy as a projected program of goals, values and practices), 

sedangkan Anderson (1998 : 305) menyatakan kebijakan ”...a purposive course of 

action followed by an actor in dealing with a problem or matter of concern” 

(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan 

oleh seorang atau sekelompok aktor sebagai pelaku guna mengatasi suatu masalah 

tertentu). 

 Menurut Dye (1997 : 39), mengemukakan kebijakan publik adalah ”...whatever 

government choose to do or not to do “, sedangkan Edwar III dan Sharkansky (1988 : 

29), menyatakan “public policy is what the government says to do or not to do”, 

sehingga berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan publik mencakup semua 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang tidak dilakukan, sedangkan 

menurut pandangan Dye tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah juga 

merupakan suatu kebijakan, karena untuk memilih tindakan melakukan apapun juga 

memerlukan suatu pertimbangan-pertimbangan politis maupun administratif, bahkan 

pilihan untuk tidak melakukan suatu tindakan, seringkali justru mempunyai dampak 

(pengaruh) yang sangat besar bagi masyarakat. 

 Bullock et al (1998 : 162), mengemukakan bahwa untuk disebut sebagai suatu 

kebijakan, maka keputusan yang dilakukan perlu diikuti langkah tindakan pelaksanaan 

yang diorientasikan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. “…a useful definition must 

embody the idea that public policy is a course or pattern of activity and not simply a 

decision to act in some particular way; that is, public policy is a process and not merely 

a single decision on one place at a particular moment”.  

 Anderson et al., (1998 : 43) menyatakan public policies are those policies 

devoleped by government bodies and official (kebijakan-kebijakan publik adalah 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah), sehingga 

pengertian publik mengandung makna sebagai berikut : 
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1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada 

tujuan.  

2. Kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat 

pemerintah. 

3. Kebijakan tersebut merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, 

bukan apa yang keinginan akan melakukan atau menyatakan sesuatu. 

4. Kebijakan publik tersebut dapat bersifat positif, dalam arti berupa tindakan 

pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti 

merupakan suatu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu apapun. 

5. Kebijakan publik didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat 

memaksa (otoritatif). 

Chandler dan Plano (1998 : 171) beranggapan kebijakan publik merupakan 

intervensi yang kontinum oleh pemerintah atas nama orang-orang yang tidak berdaya 

dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dan ikut berpastisipasi dalam pemerintah, 

sehingga melalui proses ini terbangun suatu rangkaian kegiatan yang meliputi formulasi 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi kebijakan. 

 Orientasi kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu 

: 1) Tujuan yang hendak dicapai, 2) Sasaran yang spesifik, 3) Cara mencapai sasaran 

tersebut. Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut dengan implementasi, yang 

biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek, sehingga aktivitas 

implementasi ini biasanya terkandung di dalamnya siapa pelaksananya, besar dana dan 

sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau 

proyeknya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program diukur, atau dengan kata 

lain implementasi kebijakan adalah cara agar  sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya, sedangkan tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah tindakan (action) 

intervensi itu sendiri. 

 Van Horn dan Van Meter (1999 : 447) mengartikan implementasi kebijakan 

sebagai ”those actions by public and private individual or groups that are directed at 

the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”, sedangkan Martin 

Rein and Francise Rabinovitz (1998 : 308), dalam buku Policy Implementation : A 

perspective theory, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut : A 

declaration of government preferences, Mediated by a number of actors who dan Create 

a circular process characterized by reciprocal power relations and negotiations. 

Dalam siklus kebijakan publik, tindakan implementasi kebijakan merupakan 

salah satu tahapan yang amat penting dari seluruh proses kebijakan, karena pada 

tahapan ini merupakan mata rantai yang langsung bersentuhan dengan proses tindakan 

di dalam mencapai tujuan yang memiliki kemampuan untuk langsung dirasakan atau 

dinikmati oleh sasaran dari kebijakan tersebut (outcome). 

Dwiyanto (2005 : 27) mengatakan bahwa pemerintah mengalami kesulitan untuk 

merumuskan kebijakan dan program perbaikan praktik governance  karena ; Pertama, 

praktik governance memiliki dimensi yang luas sehingga terdapat banyak aspek yang 

harus diintervensi, Kedua, informasi mengenai aspek strategis yang perlu memperoleh 

prioritas untuk dijadikan sebagai entry point dalam memperbaiki kinerja governance  

belum banyak tersedia, Ketiga, kondisi antar daerah di Indonesia sangat beragam 

membuat setiap daerah memiliki kompleksitas masalah governance yang berbeda, 

Keempat, komitmen dan kepedulian dari berbagai stakeholders mengenai reformasi 

governance  berbeda-beda dan pada umumnya masih rendah. 

Prosedur kerja yang dilakukan oleh petugas rumah sakit juga memberikan 

pengaruh yang rendah terhadap kepuasan pasien dan ini ditunjukkan oleh belum 

terbangunnya suatu Standar Operasi Prosedur (SOP) yang harus dilakukan oleh petugas 
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RSUD, karena pada umumnya standar operasi prosedur pada setiap rumah sakit lebih 

pada pendekatan kesehatan dan belum menyentuh pada prosedur layanan seperti upaya 

di dalam mengelola antrian. 

Pelayanan kesehatan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam 

mempengaruhi kepuasan pasien, hal ini diindikasikan bahwa operasional RSUD 

memiliki kemampuan di dalam memastikan pemberian layanan pada keluarga miskin 

guna mewujudkan eksistensi RSUD tersebut di dalam menjalankan misi sosialnya, 

sehingga setiap pasien memiliki keterjangkauan untuk berobat dan memiliki hak-hak 

dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi setelah suatu kebijakan dibuat 

dan dirumuskan adalah subyek dan implementasi kebijakan yang menurut Mazmanian 

dan Sabatier, (1998 : 36) menyebutkan adanya dua sudut pendekatan dalam studi 

implementasi, yaitu sudut pandang analisis ekonomi sektor publik dan sudut pandang 

ilmu politik, yang pada awalnya implementasi hanya dilihat dari semata-mata sebagai 

pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien, namun pandangan ini semakin tidak 

populer karena berdasarkan hasil berbagai penelitian menunjukkan terdapat badan-

badan administratif yang tidak hanya dipengaruhi oleh perintah atau mandat resmi dari 

badan-badan pemerintah, tetapi juga oleh tekanan-tekanan dan kelompok-kelompok 

kepentingan, intervensi lembaga legislatif dan oleh berbagai faktor lain di dalam 

lingkungan politik mereka.  

Adanya dua sudut pandang dalam studi implementasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh Ripley, (1998 : 135), bahwa studi implementasi mempunyai dua 

fungsi pokok yaitu kepatuhan (complience) dan apa yang terjadi setelah suatu kebijakan 

dilaksanakan (what„s happening), sehingga kepatuhan memusatkan perhatiannya pada 

apakah badan dan individu bawahan mematuhi perintah badan atau individu atasannya. 

Perspektif ini lebih merupakan analisis karakter dan kualitas dari perilaku 

organisasional, yang menurut Ripley (1998 : 135), paling tidak ada dua kekurangan dari 

perspektif ini, yaitu banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh dan ada program-

program yang tidak disusun dengan baik (mal designed). Sedangkan perspektif yang 

kedua, yaitu perspektif what„s happpening, sangat berbeda dengan perspektif 

kepatuhan. Perspektif ini berasumsi adanya banyak faktor yang dapat dan telah 

mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor tersebut utamanya berasal dari 

lingkungan luar kebijakan. 

Berdasarkan kedua perspektif ini maka kajian terhadap implementasi kebijakan 

haruslah memperhatikan faktor eksternal dan kebijakan yang diimplementasikan 

(lingkungan non organisasional dan non birokrasi), maupun faktor internal dan ini 

seperti ditunjukkan oleh Meter dan Horn (1975 : 462-474), bahwa kinerja implementasi 

kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan 

sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.  

Untuk mewujudkan standar dan sasaran tersebut, terdapat beberapa variabel 

penting yang mempengaruhinya, yaitu : (a) ukuran dan tujuan kebijakan, (b) sumber-

sumber kebijakan, (c) karakteristik badan atau lembaga pelaksana, (d) komunikasi antar 

organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan, (e) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan 

(f) sikap para pelaksana kebijakan. 

Selanjutnya variabel-variabel di atas digambarkan dalam bentuk model 

implementasi kebijakan sebagai berikut : Implementability dari suatu kebijakan, 

menurut Grindle, (1998 : 64), sangat ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) 

dan konteks kebijakan (context of policy), dimana isi kebijakan yang dilakukan harus 

diorientasikan meliputi berbagai aspek antara lain : (a) kepentingan yang terpengaruhi 

oleh kebijakan, (b) jenis manfaat yang dihasilkan, (c) derajat perubahan yang dicapai, 
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(d) kedudukan pembuat kebijakan, (e) siapa pelaksana program, dan (f) sumberdaya 

yang dikerahkan, sedang konteks kebijakan mencakup: (a) kekuasaan, kepentingan dari 

strategi aktor yang terlibat, (b) karakteristik lembaga maupun penguasa, dan (c) 

kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan, sehingga kebijakan 

menyangkut pelibatan banyak kepentingan yang berbeda memiliki kesulitan untuk 

diimplementasikan, dibanding dengan sedikit kepentingan, oleh karenanya tinggi-

rendahya intensitas keterlibatan berbagai pihak berpengaruh terhadap efektivitas 

implementasi kebijakan.  

Mazmanian dan Sabatiar menyebut variabel mudah tidaknya masalah 

dikendalikan sebagai variabel independen dan berkenaan dengan : (a) ketersediaan 

teknologi dan teknis teori yang valid, (b) keragaman perilaku kelompok sasaran, (c) 

persentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk, dan (d) lingkungan 

perubahan perilaku yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian di atas maupun penelitian terdahulu yang relevan dan 

berbagai model implementasi kebijakan di atas, untuk kepentingan penulisan ini, 

penulis akan mencoba menerapkan model implementasi kebijakan berdasarkan konsep 

dari Edward III dengan argumentasi sebagai berikut : 

1. Model implementasi kebijakan Edward III menggunakan dimensi yang cukup jelas 

dengan indikator yang dapat diukur, sehingga mudah dipahami oleh aparat di 

tingkat Kabupaten maupun Kecamatan sebagai implementor kebijakan di lapangan; 

2. Model ini telah banyak diterapkan oleh peneliti lainnya yang pada umumnya 

diimplementasikan oleh institusi pada tingkat Kabupaten/Kota, serta belum ada 

penelitian tentang implementasi yang dilakukan pada institusi di bawah tingkat 

Kabupaten/Kota. 

PKPS-BBM BIDKES dirancang oleh pemerintah pusat yang implementasinya 

lebih banyak dilakukan oleh institusi tingkat Kecamatan (PUSKESMAS), oleh karena 

itu banyak aktor yang terlibat yaitu pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan bahkan 

Desa, sehingga sangat memungkinkan terjadinya bias di dalam mengukur dimensi 

komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan (disposisi) dan struktur 

birokrasi. 

Salah satu tugas dan fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakatnya, oleh karenanya setiap pemerintah daerah 

wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakatnya. 

Hingga saat ini kualitas pelayanan publik yang dihasilkan secara umum masih belum 

sesuai harapan. Farago dan Skyrme (2005 : 147) mengidentifikasi empat kelompok 

masalah yang umumnya dijumpai pada organisasi di dalam melakukan layanan publik 

yaitu : 

1. Learning Culture, yang merupakan budaya belajar dalam sebuah organisasi tidak 

tumbuh secara memadai dibandingkan dengan perkembangan lingkungan luar 

organisasinya. 

2. Processes yang merupakan manajemen kunci hanya berorientasi internal, 

terkungkung dalam wilayah internal, sehingga membutakan wawasan dan 

pengetahuan penghuni-penghuni di dalamnya. 

3. Tools and Technique yang merupakan metode-metode pemecahan masalah yang 

berkembang kurang mendapatkan perhatian, pimpinan instansi maupun pusat atau 

bahkan tidak memberikan dukungan atau bantuan fasilitas secara memadai 

mengenai pengkajian dan penggunaan metode-metode manajemen yang 

berkembang. 

4. Skills and Motivation yang kurang memadai, sehingga kemampuan dan motivasi 

pimpinan organisasi sebagai akibat pengabaian poin 1-3 di atas, menyebabkan 
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keterpurukan organisasi. Logikanya, tanpa kemauan dan kemampuan belajar 

seorang pimpinan organisasi sulit untuk mampu mengembangkan proses kunci 

manajemen dan metode-metode mutakhir secara maksimal. Dampak dari semua itu 

adalah berkurangnya skills dan menurunnya motivasi yang pada akhirnya 

organisasi tersebut tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang 

terus bergerak tanpa toleransi. 

Akibat dari keempat hal di atas, kerap terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan 

layanan dan penerima layanan yang oleh Zeithaml et al, (2004 : 135), mengemukakan 

lima macam kesenjangan yaitu : 

1. Kesenjangan antara harapan pelanggan mengenai pelayanan (expected service) 

dengan persepsi manajemen (management perception of customer expectation). 

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen (management perception of customer 

expectation) dengan spesifikasi kualitas pelayanan (service quality specification). 

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan (service quality specfication) 

dengan penyampaian pelayanan (service delivery). 

4. Kesenjangan antara komunikasi eksternal kepada pelanggan (external 

communication to customers) dengan proses penyampaian pelayanan (service 

delivery). 

5. Kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan pelanggan (expected Service) 

dengan pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan (percieved service). 

Guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, tentunya perlu diciptakan 

berbagai perangkat atau piranti pendukungnya, Albrecht dan Zemke, (1999 : 41) 

menyatakan kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi antara berbagai aspek, 

seperti sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi pelayanan 

serta pelanggan sebagai pengguna. 

Menurut Albrecht dan Zemke (1999 : 142), untuk menyelenggarakan pelayanan 

publik yang berkualitas, diperlukan sinergi antar berbagai faktor pelayanan publik di 

atas, sehingga sifat dan jenis pelayanan publik yang bervariasi dan beragamnya 

pemanfaat, tentunya membutuhkan strategi pelayanan yang berbeda dan oleh karenanya 

petugas pelayanan publik harus mengenal pelanggan dengan baik sebelum 

menyelenggarakan dan memberikan pelayanan. Zeithaml, Pasuraman dan Berry (2002 : 

26) dalam mengukur kualitas pelayanan menggunakan kriteria : 

1. Tangibles (bukti fisik) menunjuk kepada fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan 

fasilitas komunikasi (sarana dan prasarana yang mendukung), penampilan petugas 

saat memberikan pelayanan. 

2. Reliability (kehandalan) menunjuk kepada kemampuan untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat (kecakapan/keakuratan petugas dalam 

memberikan pelayanan, ketepatan waktu serta memiliki komitmen yang kuat di 

dalam memberikan layanan). 

3. Responsiveness (kepekaan atau daya tanggap) menunjuk kepada kerelaan untuk 

menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas 

maupun kemudahan petugas untuk dihubungi dan kemauan petugas memberikan 

pertolongan. 

4. Assurance (jaminan) menunjuk kepada pengetahuan, kesopanan dan sikap untuk 

dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas sehingga tidak menimbulkan keraguan 

akan resiko yang mungkin timbul akibat pelayanan yang diberikan. 

5. Emphaty (empati), menunjuk kepada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan (kepedulian atau perhatian dan petugas secara individual terhadap 

pengguna layanan). 
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METODE PENELITIAN 

Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini didesain menggunakan metode survei eksplanatori (explanatory 

survey method), yaitu suatu penelitian dengan metode survei untuk menguji hipotesis 

dan menjelaskan hubungan sebab akibat (Singarimbun dan Effendi, 1999 : 34), 

penelitian survei dilakukan pada sampel yang ditarik dari suatu populasi (Kerlinger, 

2000 : 660), yaitu pada sejumlah layanan kesehatan yang tersebar pada sejumlah 

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah analisis model implementasi kebijakan pemerintah 

terhadap kualitas pelayanan kesehatan keluarga miskin (GAKIN) pada sejumlah 

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan suatu pengkajian di dalam 

mengungkap efektifitas model pemberian bantuan dana kompensasi BBM untuk 

layanan kesehatan, sehingga dapat dilakukan pemetaan mengenai faktor-faktor 

pendukung dan penghambat di dalam pelaksanaannya, terutama pada lembaga 

pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pos Yandu sebagai 

lembaga terdepan di dalam memberikan layanan pada keluarga miskin.  

Sumber Data  

Data penelitian berasal dari data primer maupun data sekunder. Data primer 

adalah data yang langsung diambil dari responden yang dijadikan sampel, di luar itu 

merupakan data sekunder (seperti dari informan, literatur-literatur, dokumentasi, serta 

data dari instansi terkait).  

Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Yin (1987 : 108) juga mengemukakan bahwa salah satu sumber informasi yang 

sangat esensial bagi suatu penelitian survei eksplanatori adalah wawancara, yang 

aktivitasnya dapat mengambil beberapa bentuk/tipe yang paling umum adalah tipe 

open ended, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-

fakta suatu peristiwa, di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada, tipe 

kedua adalah wawancara yang pendek dan terarah, sedangkan tipe ketiga adalah 

kebutuhan akan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur, sehingga ketiga 

bentuk wawancara ini digunakan sebagai suatu teknik yang dilaksanakan agar dapat 

menggali dan menangkap kejujuran informasi yang benar. 

2. Kuesioner 

Melalui kuesioner peneliti mengumpulkan informasi berupa data yang dibutuhkan 

guna menjawab masalah penelitian, sedangkan teknik ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian, dimana 

penyusunan kuesioner dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan maupun 

pernyataan (baik bersifat positif atau negatif) yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian, sehingga di dalam angket ini digunakan skala Likerts dengan 

memberikan 5 (lima) alternatif pilihan jawaban. 

3. Observasi Langsung 

Merupakan upaya pengamatan langsung dari peneliti, yang menggunakan seluruh 

kemampuan panca-inderanya, guna melihat, mengamati, menilai serta 

menyimpulkan kondisi variabel-variabel penelitian, berdasarkan fakta yang terdapat 

di tempat penelitian. Hasil dari observasi langsung ini bisa dijadikan bahan 

pendukung dan bahan komparasi (cross check) dari fakta yang diperoleh melalui 

kuesioner maupun wawancara. 
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Populasi dan Teknik Sampling 

Populasi penelitian ini adalah para GAKIN, Aparat Puskesmas dan Aparat Dinas 

Kesehatan yang tersebar pada sejumlah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, adapun 

cara penentuan ukuran sampel dan teknik penarikan sampelnya, diuraikan sebagai 

berikut : 

Penentuan Ukuran Sampel 

Berdasarkan teknik sampling dan alat uji statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka untuk menentukan ukuran sampel minimalnya digunakan metode 

iteratif maksimun (Harun Al-Rasyid, 1998 serta Cohen and Cohen, 1969 dan Machine 

& Cambell, 1987). Sehubungan dalam penelitian ini menggunakan teknik stratified 

random sampling, maka perolehan sampel minimal tersebut harus dikalikan dengan 

bilangan 2 yang merupakan bilangan design effect-nya (Harun Al-Rasyid, 1998), 

sehingga ukuran sampel minimalnya menjadi : n = 2 x 61 = 122, karena perolehan hasil 

perhitungan tersebut dan juga dengan pertimbangan untuk pencapaian validitas dan 

reliabilitas penelitian yang lebih baik, maka ukuran sampel yang diambil dalam 

penelitian ini ditentukan sebanyak 150 orang responden sampel. 

Teknik Penarikan Sampel 

Rancangan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah two stage cluster 

sampling yang dikombinasikan dengan simple & stratified random sampling melalui 

proportional alocation (Harun Al-Rasyid, 1998). 

MODEL DAN TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis Statistik 

Penelitian ini mencermati dan mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan melalui 

Puskesmasnya di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone dalam 

kaitannya dengan penataan organisasi dan tata kerja yang dibangun, kualitas 

sumberdaya aparatur, pengelolaan keuangan daerah, kualitas pelayanan publik dan 

budaya organisasi, yang dianalisis dengan menggunakan model Path Analysis (Analisis 

Jalur). 

Beberapa tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Uji Validitas 

Untuk menghitung uji validitas instrumen penelitian, digunakan rumus korelasi 

product moment sebagai berikut (Umar, 2000 : 190) : 

Rxy = 
   222 Y)YnX)Xn

Y)X.(-XY)n(




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Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi item dengan total pertanyaan 

n  = Jumlah responden 

X  = Skor pertanyaan 

Y  = Skor total sampel 

Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat atau valid adalah jika Koefisien 

product moment > r - tabel ( ; n-1) n = jumlah sampel Nilai p < .  

2. Uji Reliabilitas 

Untuk menghitung uji reliabilitas pada instrumen penelitian, dilakukan dengan 

teknik Cronbrach atau Alpha (a) dengan rumus sebagai berikut (Azwar, 2000 : 207) : 
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Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyak butir pertanyaan 


2
b  = Jumlah varians 


2
b = Varians total 

3. Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui berbagai harapan yang menjadi impian 

bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin, 

yang selanjutnya langkah analisisnya menggunakan metode Kuesioner maupun diskusi 

yang mendalam pada kelompok masyarakat miskin yang sering menggunakan 

pelayanan kesehatan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Persepsi Responden pada Model Kebijakan Kesehatan Gakin 

1. Persepsi Responden untuk Dimensi Variabel Komunikasi Kebijakan 

Jika dilihat dari tanggapan responden pada program sosialisasi kebijakan kesehatan 

gratis melalui pemberian Jamkeskin, tampak seperti pada tabel 1 di bawah ini 

menunjukkan bahwa informasi kebijakan yang diberikan di dalam mensosialisasikan 

program tersebut belum diterima oleh masyarakat secara merata, sehingga fakta ini 

memberikan argumentasi bahwa program pemberian layanan kesehatan gratis belum 

dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat pengguna dan ini lebih dimanfaatkan 

apabila masyarakat dihadapkan pada kebutuhan akan akses layanan kesehatan.     

Tabel 1. 

Persepsi Responden pada Sosialisasi Informasi Layanan Kesehatan Gakin 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Tidak Memberikan Informasi 3 2.00 

2 Kurang Memberikan Informasi 29 19.00 

3 Cukup Memberikan Informasi 53 35.00 

4 Memberikan Informasi 60 40.00 

5 Sangat Memberikan Informasi 5 4.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Berdasarkan persepsi responden bertalian dengan informasi pertanggungan 

kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, tampak pada tabel 2 di bawah, menjelaskan 

pada umumnya responden tidak memperoleh informasi yang memadai, sehingga fakta 

ini dapat diindikasikan bahwa layanan kesehatan gratis yang diberikan oleh pemerintah 

diartikulasikan oleh masyarakat sebagai program yang benar-benar gratis, sehingga 

pada saat melakukan kontak layanan kesehatan menyebabkan terjadinya perbedaan 

persepsi di dalam pertanggungan, karena pengguna layanan kesehatan masih dibebani 

sejumlah pembiayaan, maupun sejumlah obat-obatan yang harus ditanggungnya. 

Tabel 2. 

Persepsi Responden pada Pemberian Informasi Pertanggungan Kesehatan 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Tidak Memberikan Informasi 62 41.00 

2 Kurang Memberikan Informasi 20 14.00 

3 Cukup Memberikan Informasi 30 20.00 

4 Memberikan Informasi 15 10.00 

5 Selalu Memberikan Informasi 23 15.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 
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Apabila ditelusuri lebih mendalam mengenai variabel komunikasi bertalian 

dengan  indikator transparansi pembiayaan layanan kesehatan gratis seperti pada tabel 3 

di bawah, tampak  pada umumnya responden memberikan jawaban yang bervariatif, ini 

menandakan bahwa konsistensi harapan responden didalam memaknai transparansi 

yang dilakukan oleh birokrasi di dalam memanifestasikan layanan kesehatan gratis 

diartikulasikan secara berbeda, sesuai dengan kondisi yang dirasakan dan dibandingkan 

dengan harapannya. 

Tabel 3. 

Persepsi Responden pada Transparansi Pertanggungan Jamkes Kesehatan Gratis 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Sangat Tidak Transparan 15 10.00 

2 Tidak Transparan 23 15.00 

3 Cukup Transparan 57 38.00 

4 Transparan 20 14.00 

5 Sangat Transparan 35 23.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Untuk melihat variabel komunikasi kebijakan dengan menggunakan indikator 

informasi persyaratan perolehan surat Jamkeskin, tampak seperti pada tabel 4 di bawah, 

dimana responden umumnya memiliki akses informasi yang baik mengenai persyaratan 

yang harus dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden memiliki keinginan 

dan kepedulian yang kuat terhadap program kebijakan Jamkeskin yang digulirkan oleh 

pemerintah, sehingga umumnya responden berupaya untuk mencari informasi, karena 

program tersebut betul-betul menjadi kebutuhannya yang dimotivasi oleh adanya 

kondisi psikologis yang dialaminya, karena dorongan keterbatasan kemampuan di 

dalam memperoleh kesehatan secara layak.  

Tabel 4. 

Persepsi Responden pada Informasi Persyaratan Perolehan Surat Jamkeskin 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Tidak Memperoleh Informasi 7 5.00 

2 Kurang Memperoleh Informasi 10 7.00 

3 Cukup Memperoleh Informasi 38 25.00 

4 Memperoleh Informasi 25 17.00 

5 Sangat Memperoleh Informasi 70 46.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber  : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Jika dilihat dari persepsi responden pada indikator konsistensi persyaratan 

layanan kesehatan gratis seperti pada tabel 5 di bawah, tampak bahwa umumnya 

responden menyatakan komunikasi kebijakan yang diukur dengan konsistensi 

persyaratan layanan kesehatan gratis untuk keluarga miskin di dalam penelitian ini telah 

memiliki kesesuaian dengan artikulasi responden. Masih adanya sejumlah responden 

yang memberikan penilaian kurang atau bahkan tidak konsisten di dalam menentukan 

persyaratan di dalam mengakses layanan kesehatan gratis, lebih disebabkan oleh adanya 

kemampuan dari oknum aparat sebagai pelayan kesehatan yang memiliki perilaku 

maupun keterbatasan di dalam memaknai substansi persyaratan, sehingga memiliki 

persepsi yang berbeda di dalam mengimplementasi komunikasi kebijakan tersebut, 

selain itu adanya penguatan kekerabatan menjadi pemicu adanya simplikasi di dalam 

menetapkan konsistensi persyaratan tersebut.   
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Tabel 5. 

Persepsi Responden pada Konsistensi Persyaratan Layanan Kesehatan Gakin 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Tidak Konsisten 15 10.00 

2 Kurang Konsisten 23 15.00 

3 Cukup Konsisten 46 31.00 

4 Konsisten 41 27.00 

5 Sangat Konsisten 25 17.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

2. Persepsi Responden untuk Dimensi Variabel Sumber Daya Layanan 

Kesehatan Gratis 

Jika dilihat dari persepsi responden terhadap ketersediaan sarana kesehatan 

seperti pada tabel 6 di bawah, tampak bahwa masih terdapatnya sejumlah responden 

yang menyatakan kurang bahkan tidak tersedianya sarana kesehatan yang lengkap lebih 

disebabkan oleh adanya gangguan untuk pemeriksaan pada jenis penyakit tertentu yang 

dialami pasien, sementara alat diagnostiknya belum dimiliki oleh unit layanan kesehatan 

yang tersedia, sehingga menyulitkan pasien di dalam melakukan akses layanan, karena 

harus dirujuk untuk berobat lanjut ke rumah sakit yang lebih lengkap dan ini 

memerlukan biaya tambahan, sedangkan pasien tersebut dihadapkan pada keterbatasan.    

Tabel 6. 

Persepsi Responden pada Ketersediaan Sarana Kesehatan 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Tidak Tersedia 15 10.00 

2 Kurang Tersedia 9 6.00 

3 Cukup Tersedia 48 32.00 

4 Tersedia 57 38.00 

5 Sangat Tersedia 21 14.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Jika dilihat dari variabel kemampuan sumber daya layanan pemberian kesehatan 

gratis untuk keluarga miskin pada sampel penelitian di Kabupaten Bulukumba, Sinjai 

dan Bone untuk indikator ketersedian dokter spesialis seperti pada tabel 7 di bawah, 

tampak bahwa masih terdapat sejumlah kecil responden yang menyatakan kurang 

hingga tidak tersedianya dokter spesialis di dalam memberikan layanan kesehatan gratis 

untuk keluarga miskin.  

Tabel 7. 

Persepsi Responden pada Ketersediaan Dokter Spesialis 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Tidak Tersedia 3 2.00 

2 Kurang Tersedia 12 8.00 

3 Cukup Tersedia 70 47.00 

4 Tersedia 43 28.00 

5 Sangat Tersedia 22 15.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Jika model kebijakan layanan kesehatan gratis dilihat dari dimensi variabel 
sumber daya layanan kesehatan dengan indikator ketersediaan obat-obatan, maka 

tampak seperti pada tabel 8 di bawah menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah 
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responden pengguna layanan kesehatan gratis yang menyatakan kurang bahkan tidak 

tersedianya obat-obatan yang memadai untuk digunakan pasien pada jenis obat tertentu, 

sehingga ada sejumlah obat yang memang tidak masuk dalam kategori pemberian 

jaminan kesehatan gratris dan ini menjadi tanggungan pasien, selain itu ada sejumlah 

obat yang ditanggung di dalam penjaminan layanan kesehatan, akan tetapi tidak tersedia 

di rumah sakit dan ini harus diupayakan oleh pasien sambil mengurus pengembalian 

pembiayaan. 

Tabel 8. 

Persepsi Responden pada Ketersediaan Obat-Obatan 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Tidak Tersedia 25 17.00 

2 Kurang Tersedia 18 12.00 

3 Cukup Tersedia 23 15.00 

4 Tersedia 47 31.00 

5 Sangat Tersedia 37 25.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Apabila dilihat dari indikator tingkat keahlian tenaga layanan kesehatan seperti 

pada table 9 di bawah, tampak bahwa umumnya tenaga layanan medis yang diberikan 

telah memenuhi kategori ahli untuk setiap strata layanan kesehatan keluarga miskin di 

daerah penelitian, sedangkan penilaian tersebut merupakan representasi dari adanya 

kemampuan pemberian layanan yang disandarkan pada adanya penempatan petugas 

layanan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan ini merupakan persyaratan 

mutlak, mengingat dalam pemberian layanan kesehatan diharuskan terlepas dari 

kemungkinan terjadinya resiko kesalahan (zero defect).  

Tabel 9. 

Persepsi Responden pada Keahlian Tenaga Layanan Medis 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Tidak Ahli 9 6.00 

2 Kurang Ahli 3 2.00 

3 Cukup Ahli 35 23.00 

4 Ahli 50 34.00 

5 Sangat Ahli 53 35.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Untuk melihat beban biaya yang memungkinkan dikeluarkan oleh pasien di 

dalam melakukan aktivitas pengobatan layanan kesehatan gratis untuk keluarga miskin 

di dalam penelitian ini tampak pada tabel 10 di bawah menunjukkan bahwa umumnya 

responden di dalam melakukan aktivitas pengobatan layanan kesehatan gratis masih 

mengeluarkan biaya-biaya, mulai dari kepengurusan pembuktian untuk menadapatkan 

surat keterangan miskin, bukti pemegang keterangan penjaminan dari dinas kesehatan, 

serta pada saat melakukan registrasi pengobatan baik di tingkat strata layanan 

Puskesmas, maupun untuk melakukan upaya rehabilitasi kesehatan pada setiap strata 

lanjutan. 
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Tabel 10. 

Persepsi Responden pada Keseringan Pengeluaran Biaya Pengobatan 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Sangat Sering Mengeluarkan Biaya 34 23.00 

2 Sering Mengeluarkan Biaya 23 15.00 

3 Cukup Sering Mengeluarkan Biaya 41 27.00 

4 Kurang Mengeluarkan Biaya 37 25.00 

5 Tidak Mengeluarkan Biaya 15 10.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

3. Persepsi Responden untuk Dimensi Variabel Disposisi Kebijakan 

Apabila dilihat dari indikator prosedur pengurusan untuk mendapatkan program 

penjaminan layanan kesehatan gratis, tampak seperti tabel 11 di bawah menunjukkan 

untuk variabel disposisi dengan indikator prosedur menjelaskan bahwa masih terdapat 

sejumlah keluarga miskin yang dijadikan responden mengungkap penjaminan kesehatan 

yang dilakukan dikesankan prosedural, terutama bertalian dengan penetapan persyaratan 

di dalam memperoleh surat bukti penjaminan kesehatan yang ditetapkan oleh dinas 

kesehatan.  

Tabel 11. 

Persepsi Responden pada Prosedur Pengurusan Penjaminan Kesehatan 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Sangat Prosedural 23 15.00 

2 Prosedural 48 32.00 

3 Cukup Prosedural 59 39.00 

4 Kurang Prosedural 12 8.00 

5 Tidak Prosedural 8 6.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Jika dilihat dari indikator kecepatan di dalam pemberian layanan perawatan 

seperti pada tabel 12 di bawah, nampak bahwa hanya sebagian kecil responden yang 

menyatakan lambat hingga sangat lambat, sehingga secara umum terlihat bahwa 

program persetujuan di dalam layanan perawatan telah menunjukkan persepsi yang 

baik, terutama di dalam merespon layanan pengobatan darurat (emergency), serta di 

dalam memberikan penilaian (assessment) surat penjaminan rujukan pengobatan.    

Tabel 12. 

Persepsi Responden pada Kecepatan Persetujuan Layanan Perawatan 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Sangat Lambat 7 5.00 

2 Lambat 12 8.00 

3 Cukup Cepat 39 26.00 

4 Cepat 52 35.00 

5 Sangat Cepat 40 26.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Apabila dimensi variabel disposisi dilihat dari indikator persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk mengakses layanan kesehatan, seperti pada tabel 13 di bawah, nampak 

bahwa umumnya responden di dalam penelitian ini menyatakan tidak diperlukan 
persyaratan di dalam mengakses hak memperoleh pengobatan termasuk pengobatan 
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lanjutan, karena umumnya responden yang akan melakukan pengobatan telah 

diverifikasi pada setiap strata layanan kesehatan, termasuk riwayat penyakitnya. 

Tabel 13. 

Persepsi Responden pada Pemberian Persyaratan Layanan Perawatan 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Sangat Memberikan Persyaratan 5 3.00 

2 Memberikan Persyaratan 12 8.00 

3 Cukup Memberikan Persyaratan 9 6.00 

4 Kurang Memberikan Persyaratan 42 28.00 

5 Tidak Memberikan Persyaratan 82 55.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Apabila sejumlah indikator persyaratan yang harus dipenuhi oleh responden 

bertalian dengan program layanan kesehatan gratis dikaitkan dengan adanya 

kemungkinan biaya-biaya yang harus dibayarkan, nampak seperti pada tabel 14 di 

bawah yang memperlihatkan, umumnya responden di dalam melakukan akses layanan 

kesehatan kurang atau bahkan tidak mengeluarkan biaya-biaya, namun masih adanya 

sejumlah responden yang juga menyatakan mengeluarkan atau bahkan sangat sering 

mengeluarkan pembiayaan. 

Tabel 14. 

Persepsi Responden pada Keseringan Pengeluaran Pembiayaan 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Sangat Sering Mengeluarkan Biaya 3 2.00 

2 Sering Mengeluarkan Biaya 2 1.00 

3 Cukup Sering Mengeluarkan Biaya 7 5.00 

4 Kurang Mengeluarkan Biaya 48 32.00 

5 Tidak Mengeluarkan Biaya 90 60.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Dimensi variabel disposisi dalam pemberian penjaminan dengan indikator 

kesesuaian penanganan layanan kesehatan pasien miskin di dalam memperoleh hak 

pengobatan, nampak pada tabel 15 menunjukkan bahwa umumnya responden 

menyatakan telah cukup hingga sangat sesuai, meskipun masih ada sejumlah responden 

yang menyatakan kurang bahkan tidak sesuai dengan penanganan pengobatan yang 

diberikan dan ini dapat diindikasikan sebagai konsekuensi dari adanya sejumlah 

keterbatasan seperti masih lemahnya sistem disposisi di dalam rumusan perencanaan 

kebijakan persediaan di dalam penanganan penjaminan layanan kesehatan gratis untuk 

keluarga miskin, sehingga memungkinkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan di 

dalam akses layanan pengobatan dengan tersedianya fasilitas layanan pengobatan.  

Tabel 15. 

Persepsi Responden pada Kesesuaian Penanganan Pengobatan 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Sangat Tidak Sesuai 3 2.00 

2 Tidak Sesuai 9 6.00 

3 Cukup Sesuai 78 52.00 

4 Sesuai 35 23.00 

5 Sangat Sesuai 25 17.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 



Jurnal Economix Volume 1 Nomor 1 Juni 2013 

 

 

66 

 

4. Persepsi Responden untuk Dimensi Variabel Struktur Birokrasi 

Berdasarkan pada data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan indikator 

kesesuaian penanganan layanan kesehatan gratis, seperti pada tabel 16 di bawah, 

nampak bahwa masih dominan responden yang memberikan penilaian kurang bahkan 

tidak sesuai, sehingga kondisi ini dapat diindikasikan sebagai lemahnya penempatan 

petugas layanan kesehatan untuk program ini, karena menimbulkan konsekuensi 

terjadinya tumpang tindih di dalam tugas. 

Tabel 16. 

Persepsi Responden pada Kesesuaian Penanganan Layanan Jamkeskin 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Tidak Sesuai 43 29.00 

2 Kurang Sesuai 38 25.00 

3 Cukup Sesuai 37 25.00 

4 Sesuai 24 16.00 

5 Sangat Sesuai 8 5.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Jika dilihat dari dimensi variabel struktur birokrasi untuk indikator akuntabilitas 

layanan Jamkeskin seperti tabel 17 di bawah, nampak bahwa jawaban yang diberikan 

oleh responden menunjukkan variasi, sehingga dapat diindikasikan sebagai konsekuensi 

dari pemahaman akuntabilitas dengan parameter yang berbeda, dan ini memungkinkan, 

mengingat responden memiliki latarbelakang pendidikan tertinggi setara dengan SMP.   

Tabel 17. 

Keyakinan Responden pada Akuntabilitas Pemberian Jamkeskin 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Tidak yakin 15 10.00 

2 Kurang yakin 34 23.00 

3 Cukup yakin 57 38.00 

4 Yakin 21 14.00 

5 Sangat Yakin 23 15.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

 Dilihat dari tingkat kepercayaan responden pada proses layanan Jamkeskin, 

seperti pada tabel 18, nampak umumnya menyatakan sudah cukup percaya hingga 

sangat percaya, namun masih terdapat sejumlah kecil responden yang menyatakan 

kurang hingga tidak percaya terhadap proses layanan Jamkeskin yang diberikan, 

sehingga fakta dari perilaku data ini dapat diindikasikan bahwa proses layanan yang 

dilakukan oleh para petugas kesehatan belum dapat menyentuh sasaran kepentingan 

pengguna Jamkeskin di dalam memanfaatkan penjaminan kesehatan yang diberikan. 

Tabel 18. 

Kepercayaan Responden pada Proses Layanan Jamkeskin 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Tidak Percaya 6 4.00 

2 Kurang Percaya 15 10.00 

3 Cukup Percaya 67 45.00 

4 Percaya 25 17.00 

5 Sangat Percaya 37 24.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 
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Seperti pada tabel 19, nampak dilihat dari argumentasi responden pada pelibatan 

tenaga ahli di dalam memberikan layanan kesehatan, umumnya menyatakan telah cukup 

hingga sangat melibatkan, sehingga dapat diindikasikan bahwa implementasi program 

Jamkeskin, menunjukkan bahwa pasien telah ditangani oleh tenaga ahli kesehatan 

secara proporsional maupun professional dan ini dapat memberikan motivasi untuk mau 

melakukan pemeriksaan secara rutin pada setiap strata layanan kesehatan. 

Tabel 19. 

Persepsi Responden pada Pelibatan Tenaga Ahli Kesehatan 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Tidak Melibatkan 3 2.00 

2 Kurang Melibatkan 5 3.00 

3 Cukup Melibatkan 89 60.00 

4 Melibatkan 23 15.00 

5 Sangat Melibatkan 30 20.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Persepsi Responden untuk Variabel Kualitas Layanan Kesehatan 

Jika dilihat dari pengukuran kualitas layanan kesehatan dengan menggunakan 

indikator ketersediaan sarana fisik di dalam pemberian Jamkeskin seperti tabel 20, 

nampak bahwa umumnya responden menyatakan telah cukup hingga sangat tersedia 

berbagai fasilitas yang digunakan di dalam mengakses layanan kesehatan gratis untuk 

keluarga miskin, fakta ini memiliki relevansi dengan adanya standar fasilitas yang harus 

dimiliki oleh setiap strata layanan kesehatan. 

Tabel 20. 

Persepsi Responden pada Ketersediaan Sarana Fisik Layanan Jamkeskin 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Tidak Tersedia 14 9.00 

2 Kurang Tersedia 23 15.00 

3 Cukup Tersedia 57 38.00 

4 Tersedia 32 22.00 

5 Sangat Tersedia 24 16.00 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 

Variabel kualitas layanan berdasarkan indikator daya tanggap petugas layanan 

kesehatan keluarga miskin seperti tabel 21, nampak umumnya responden menyatakan 

kurang hingga tidak tanggap, dengan demikian dapat diindikasikan bahwa petugas 

layanan kesehatan di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kerja, hanya 

didasarkan pada proses kerja yang ketat, sehingga kurang atau bahkan tidak peka pada 

berbagai kesulitan yang dialami pasien disaat melakukan kontak layanan. 

Tabel 21. 

Persepsi Responden pada Daya Tanggap Petugas Layanan Jamkeskin 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1 Tidak Tanggap 27 18.00 

2 Kurang Tanggap 65 43.00 

3 Cukup Tanggap 47 31.00 

4 Tanggap 11 8.00 

5 Sangat Tanggap - - 

Jumlah 150 100 % 
Sumber : Hasil Kuesioner, diolah 2009. 
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Pengaruh Model Implementasi Kebijakan Kesehatan Gratis terhadap Mutu 

Layanan Keluarga Miskin 

1. Pengujian Hipotesis Utama Penelitian 

Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis utama maupun sub-sub hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini, menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis) guna 

mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung 

atau melalui variabel lain dalam penelitian, hendaknya terlebih dahulu dilakukan 

pengujian melalui matriks koefisien antar setiap variabel penelitian, untuk mengetahui 

kuatnya hubungan yang ditimbulkan oleh masing-masing variabel seperti nampak pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 25. 

Matriks Korelasi Antar Variabel 

 rX1 rX2 rX3 rX4 Ry 

rX1 1.0000 0.3362 0.3427 0.1897 0.3477 

rX2 0.3362 1.0000 0.4528 0.3237 0.2221 

rX3 0.3427 0.4528 1.0000 0.3453 0.4564 

rX4 0.1897 0.3237 0.3453 1.0000 0.5677 

Ry 0.3477 0.2221 0.4564 0.5677 1.0000 
Sumber : Hasil pengolahan data, 2009 

2. Uji Keberartian Koefisien Jalur 

Tabel 26. 

Uji Keberartian Jalur untuk Sub-Sub Hipotesis 

Va

r 
Sub-Sub Hipotesis 

Koefisie

n Jalur 

t 

hitung 

t 

tabel 

Kesimp 

Statistik 
Ket 

X1 

Komunikasi kebijakan 

berpengaruh terhadap 

kualitas layanan kesehatan 

keluarga miskin 

0.2014 
6.553

5 

1.973

1 

Tolak Ho, 

X1 

berpengaruh 

terhadap Y 

Sign 

X2 

Sumber daya kebijakan 

berpengaruh terhadap 

kualitas layanan kesehatan 

keluarga miskin 

0.1698 
3.826

7 

1.973

1 

Tolak Ho, 

X2 

berpengaruh 

terhadap Y 

Sign 

X3 

Disposisi kebijakan 

berpengaruh terhadap 

kualitas layanan kesehatan 

keluarga miskin 

0,2590 
7.970

4 

1.973

1 

Tolak Ho, 

X3 

berpengaruh 

terhadap Y 

Sign 

X4 

Struktur birokrasi 

berpengaruh terhadap 

kualitas layanan kesehatan 

keluarga miskin 

0.2934 
8.909

5 

1.973

1 

Tolak Ho, 

X4 

berpengaruh 

terhadap Y 

Sign 

Sumber : Hasil pengolahan data, 2009  
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3. Uji Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Penelitian 

Tabel 27. 

Besarnya Pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y 

Var 
Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh Tidak Langsung melalui : 
Total 

X1 X2 X3 X4 Sub Total 

X1 0.0406 - 0.0115 0.0174 0.0012 0.0301 0.0707 

X2 0.0288 0.0115 - 0.0199 0.0161 0.0475 0.0763 

X3 0.0671 0.0174 0.0199 - 0.0262 0.0635 0.1306 

X4 0.0861 0.0012 0.0161 0.0262 - 0.0435 0.1296 

Pengaruh variabel X1, X2, X3, X4 secara bersama-sama terhadap Y 0.4072 

Pengaruh variabel lain di luar model penelitian 59.28 

Total Pengaruh 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data, 2009. 
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